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ABSTRAK 

 

Taufik Hidayat : Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama  

  Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor Samsat  

  Solok 

Pembimbing : Abel Tasman, SE,MM 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan 

Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor Samsat 

Solok. Penelitian ini dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kota Solok,  Jl. Kapten Bahar Hamid, Laing, Kec. Tanjung Harapan, 

Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian 

deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang 

informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data 

primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di kantor Samsat Kota Solok dan 

data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data 

penerapan kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor ini tidak 

terjadi setiap tahunnya. Kebijakan ini dilakukan agar mendorong minat wajib 

pajak agar melakukan balik nama kendaraan bermotor. Namun dengan adanya 

kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat 

mendorong wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya 

sosialisasi dan kesulitan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh kantor SAMSAT 

Kota Solok dalam pengoptimalan kebijakan penghapusan bea balik nama 

kendaraan bermotor adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, Penghapusan, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor  
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara khususnya 

Negara Indonesia. Dengan adanya pajak di Indonesia dapat mewujudkan 

pemerataan pembangunan seperti yang sudah kita lihat dan rasakan hingga 

saat ini. Hampir sebagian fasilitas saat ini pembiayaannya berasal dari pajak. 

Pajak sangat memiliki kontribusi sebagai penerimaan negara, ketika sumber 

daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi di andalkan. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi. 

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan 

ekonomi negara serta masyarakatnya, artinya besaran penerimaan pajak 

mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi. 

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 

28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran 

rakyat. Secara umun pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan 
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yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin 

meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan 

sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sangat berkepentingan untuk 

memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat 

dengan pesat juga berharap lebih atas pajak yang diterima dari pajak 

kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut 

SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi 

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan 

pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (SWDKLLJ) yang secara terintegrasi dan berkoordinasi dalam Kantor 

Bersama SAMSAT. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Solok 

dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kota 

Solok yang beralamat di Jln Kapten Bahar Hamid, Laing, Kec. Tanjung 

Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. 
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Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Solok 

setiap tahunnya cenderung tidak stabil atau naik turun. Hal ini dibuktikan 

pada saat penulis melakukan kegiatan magang keahlian di kantor Samsat 

Solok. Tidak maksimalnya penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor di kantor Samsat Kota Solok terjadi karena masih banyak terdapat 

kendaraan yang terblokir dan belum melakukan proses balik nama 

kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang di blokir pada Kantor 

Samsat Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Jumlah Data Kendaraan Di Blokir Kantor Samsat Kota Solok 

Tahun 2018-2021 

Tahun Jumlah Unit Potensi Penerimaan 

2018 1364 Unit Rp. 652.456.750 

2019 1017 Unit Rp. 565.207.000 

2020 821 Unit Rp. 348.942.000 

2021 1279 Unit Rp. 641.420.950 

 

Berdasarkan Tabel 1 Jumlah Data Kendaraan di Blokir Kantor Samsat 

Kota Solok di atas, bahwasanya setiap tahunnya masih banyak kendaraan 

yang terblokir dan belum melakukan proses balik nama kendaraan. 

Banyaknya kendaraan yang terblokir dan belum melakukan proses balik 

nama kendaraan bermotor berakibat kepada berkurangnya penerimaan pajak 

bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat solok. Kendaraan-

kendaraan yang terblokir wajib melakukan proses balik nama kendaraan 

bermotor dan apabila tidak melakukan balik nama kendaraan maka 

pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan. 
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Dalam rangka menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban 

wajib pajak maka, pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2021 tentang penghapusan sanksi 

administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor serta penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 

2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan masyarakat dapat 

memanfaatkan 4 item yang dilakukan dalam penghapusan sanksi 

administratif yaitu penghapusan denda PKB, penghapusan denda BBN-KB, 

penghapusan denda asuransi jasa raharja (SWDKLLJ) dan pembebasan 

BBN-KB untuk nomor polisi BA dan nomor polisi Non BA atau luar 

Sumbar. 

 Berikut ini adalah Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor pada masa kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok 

Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota 

Solok Pada Masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 

Periode Target Realisasi 

Oktober 2021 163 Unit 137 Unit 

November 2021 411 Unit 271 Unit 

Desember 2021 418 Unit 305 Unit 

Januari 2022 120 Unit 85 Unit 

Februari 2022 119 Unit 115 Unit 

Maret 2022 119 Unit 126 Unit 

 

 
Sumber: Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah / SAMSAT 

Kota Solok 
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Berdasarkan Tabel 2 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor pada masa kebijakan penghapusan BBNKB Samsat Kota Solok 

dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Maret 2022 mengalami fluktuatif 

(Naik-Turun). Selama bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021 

laporan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan 

setiap bulannya, namun realisasi yang diterimapun tidak pernah mencapai 

target yang telah di tetapkan. 

Selama bulan januari 2022 sampai bulan maret 2022 Kantor Samsat 

Kota Solok melakukan perubahan yang sangat signifikan untuk target BBN-

KB dari bulan-bulan sebelumnya, namun realisasi yang diterima pada bulan 

Januari 2022 dan Februari 2022 masih belum mencapai target yang telah di 

tentukan. Hal ini menunjukan belum optimalnya penerimaan pajak Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa penghapusan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 

Dalam penelitian sebelumnya, oleh Ahmad Husaini (2020) meneliti 

tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Berdasarkan penelitiannya, kebijakan 

pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan 

terhadap wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan 

Bermotor.  

 

 



6 
 

 

Pada penelitian lainnya, oleh Amelia (2019) menyatakan bahwa 

pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan 

berkurangnya potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor setelah 

berlakunya kebijakan tersebut. 

Pada Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi 

administratif  atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembebasan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, 

Kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor 

Samsat Kota Solok sudah optimal karena penerimaan bea balik nama 

kendaraan bermotor jauh melebihi target yang telah di tetapkan. Namun, 

berdasarakan data awal peneliti, Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 belum 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas apakah 

kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memliki 

pengaruh kepada wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, maka peneliti bermaksud menyusun tugas akhir yang 

berjudul: “Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kota Solok “ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah yang akan di bahas 

penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Kebijakan 

Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap 

wajib pajak dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor 

SAMSAT Kota Solok? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan 

Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Solok 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kota Solok. 

2. Bagi Kantor SAMSAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

kinerja Kantor SAMSAT Kota Solok terutama dalam meningkatkan 

penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan imformasi tentang tinjauan kebijakan penghapusan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Solok, 

serta diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan sumber referensi 

bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan 

permasalahan yang sama. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT 

Kota Solok mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan 

penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama ini 

belum berdampak optimal terhadap penerimaan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dilihat dari penerimaan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor pada masa kebijakan penghapusan tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

2. Upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok adalah dengan 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan media 

cetak seperti penyebaran pamflet, pemasangan spanduk di setiap wilayah 

kerja Kantor Samsat Solok, dan memasang pemberitahuan melalui 

VideoTron Pemerintah Kota Solok. Selain itu, upaya lain yang dilakukan 

adalah dengan mendatangi langsung pemerintah setempat seperti 
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Pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kota untuk 

memberitahukan adanya kebijakan penghapusan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 

3. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses Balik Nama Kendaraan 

Bermotor adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak 

untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Faktor lainnya adalah 

kesulitan ekonomi, hal ini merupakan faktor yang paling banyak dialami 

oleh wajib pajak karena kebanyakan wajib pajak berasal dari kalangan 

mengengah ke bawah. Sehingga wajib pajak lebih mementingkan 

kebutuhan lain dibandingkan melakukan Balik Nama Kendaraan 

Bermotornya. Faktor yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi akan 

pentingnya melakukan Balik Nama Kendaraan. Semakin tinggi tingkat 

sosialisasi maka semakin banyak wajib pajak yang akan melakukan Balik 

Nama Kendaraannya.  

 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya, 

maka saran yang dapat diusulkan penulis sebagai berikut: 

1. Kantor SAMSAT Kota Solok perlu meningkatkan sosialisasi mengenai 

Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan 

turun langsung ke lapangan sehingga penyampaian informasi mengenai 

kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan tersampaikan dengan 

baik kepada wajib pajak. 
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2. Kantor SAMSAT Kota Solok lebih giat lagi dalam menjalankan strategi-

strategi yang telah diterapkan mengenai kebijakan penghapusan bea balik 

nama kendaraan ini. 

3. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melakukan balik nama 

kendaraan kendaraan bermotor dengan cara menjelaskan keuntungan 

adanya kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan sehingga akan 

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan balik nama 

kendaraan. 

4. Bagi wajib pajak agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan 

balik nama kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya 

pembayaran pajak progresif terhadap kendaraan wajib pajak.  
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